
102 
 

DAFTAR PUSTAKA 

a. Buku 

Dewata Mukti Fajar Nur Dan Yulanto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian 

Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakrta. 

Hadi Sutrisno, 1998, Metode Penelitian Skripsi Tesis dan Karya Ilmiah 

Lainnya, Liberty, Yogyakarta. 

Hanitijo Soemitro Ronny, 1989, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, 

Jakarta. 

Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, 

Jakarta. 

Malik Abdul, 1983, Sejarah Adat Indonesia, Bina Cipta, Jakarta. 

Muchsin, 2010, Memahami Tanah Terlantar, Kompas, Jakarta. 

Notonagoro, 1984, Politik Hukum Dan Pembangunan Agraria Di Indonesia, 

PT. Bina Aksara, Jakarta. 

Parlindungan A.P, 1998, Komentar Undang-undang Pokok Agraria, Mandar 

Maju, Bandung. 

_______________, 2009, Pendaftaran Tanah Diindonesia (PP No.24 Tahun 

1997) Dilengkapi Dengan PP No.37 Tahun 1998, CV.Mandar Maju, 

Bandung. 

Poerwadarminta, 1976, Kamus Bahasa Indonesia, cetakan kelima, Balai 

Pustaka, Jakarta. 

Purbacaraka dan Ridwan Halim. A, 2005, Sendi-sendi Hukum Agraria, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

Rahardjo Satjipto, 1981, Hukum dalam Perspektif Sosial, Alumni, Bandung. 

Saifudi Azwar, 2005, Metode Penelitian, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 

Santoso Urip, 2009, Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, 

Jakarta. 

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI DESA SUMBARANG, KECAMATAN JATINEGARA,
KABUPATEN TEGAL
MOHAMMAD PAURINDRA E, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



103 
 

Sitorus Oloan dan H. M. Zaki Sierrad, 2006, Hukum Agraria di Indonesia: 

Konsep Dasar dan Implementasi, Cetakan Perdana, Mitra Kebijakan 

Tanah Indonesia, Yogyakarta. 

Sri Wibawanti Erna, 2013, Hak Atas Tanah Dan Peralihannya, Liberty, 

Yogyakarta. 

Suharningsih, 2009, Tanah Terlantar Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju 

Penertiban, Cetakan Pertama, Prestasi Pustakarya, Jakarta. 

Sukanto Seojono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI – Press, Jakarta. 

Sumardjono Maria S.W., 2009, Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial 

Dan Budaya, Kompas, Jakarta. 

Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. 

Vollenhoven, C.V. (1975). De Indonesier en zijngrond. Orang Indonesia & Tanahnya. 

Soewargono (Ed.). Jakarta : Pusat Pendidikan Dalam Negeri. 

Winoto J, 2007, Reforma Agraria; Mandat politik, konstitusi & hukum dalam 

rangka mewujudkan tanah untuk keadilan & kesejahteraan rakyat, 

Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. 

b. Hasil Penelitian/Tugas Akhir 

Dayat Limbong, “Tanah Negara, Tanah Terlantar dan Penertibannya”, Jurnal 

Mercatoria (volume 10 Nomor 1), 2017. 

Dian Aries, “Menyoal Penafsiran Tanah Terlantar”, Jurnal Yudisial (volume 11 

Nomor 1), 2018. 

Monica J.J., “Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai 

Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 

Universitas Surabaya, 2013. 

Nur, S.R., “Tanah Terlantar dalam Prespektif Ilmu Hukum”, Makalah, Fakultas 

Hukum UNHAS, 1990. 

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI DESA SUMBARANG, KECAMATAN JATINEGARA,
KABUPATEN TEGAL
MOHAMMAD PAURINDRA E, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



104 
 

Ohorella, M.G., “Tanah Terlantar di Sulawesi Selatan”, Makalah Fakultas 

Hukum UNHAS, 1990. 

Supriyanto, “Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan 

Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, (Volume 10 Nomor 1), 2010. 

Selvy, “Tanah Hak Pakai Instansi Pemerintah Di Kota Banjarmasin yang 

Ditelantarkan”, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013. 

Tri Hidayati, “Tanah Wakaf Terlantar (Prespektif PP Nomor 11 Tahun 2010)”, 

Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, (Volume 8, Nomor 1), 2014. 

c. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 

Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2043. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696. 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban Dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar. Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5098. 

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.  

d. Internet 

https://thelightofurban.wordpress.com/2012/01/10/manajemen-tanah 

terlantar/, akses internet tanggal 17 Juli 2018. 

 

 

PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI DESA SUMBARANG, KECAMATAN JATINEGARA,
KABUPATEN TEGAL
MOHAMMAD PAURINDRA E, Prof. Dr. Sudjito, S.H., M.Si.
Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://thelightofurban.wordpress.com/2012/01/10/manajemen-tanah%20terlantar/
https://thelightofurban.wordpress.com/2012/01/10/manajemen-tanah%20terlantar/

